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Abstract 

Waste management is one of the major environmental issues and a key challenge in achieving sustainable 
development and a healthy environment. Population growth and changes in consumption patterns have 
led to an increase in both the volume and diversity of waste generated by society. This condition is also 
evident in Bone Regency, where the amount of waste produced is not proportional to the waste reduction 
efforts that have been implemented. This study aims to analyze the implementation of waste management 
in Bone Regency, focusing on the stages of waste sorting, collection, transportation, processing, and final 
disposal. This study employed a qualitative approach with a descriptive research method. Data were 
collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The research was 
conducted at the Environmental Agency of Bone Regency, the Passippo Final Disposal Site (TPA), and the 
districts of Tanete Riattang, West Tanete Riattang, and East Tanete Riattang. The data were analyzed 
qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate 
that waste management in Bone Regency has been implemented through the stages of waste sorting, 
collection, transportation, processing, and final disposal. Waste collection and transportation are routinely 
carried out by the Environmental Agency with the involvement of sanitation workers and community 
members. In the processing stage, the local government has developed waste bank programs as an effort 
to reduce waste volume and increase the economic value of recyclable materials. However, waste 
management still faces several challenges, including limited human resources, the increasing volume of 
waste generated by the community, and the continued reliance on a semi-open dumping system at the 
final disposal site. Therefore, greater community participation, stronger institutional capacity, and the 
development of a more sustainable waste management system are needed to improve environmental 
quality in Bone Regency. 
Keywords: Waste Management, Environment, Environmental Agency, Bone Regency, Final Disposal Site. 

 
Abstrak 

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang menjadi tantangan utama dalam 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan yang sehat. Meningkatnya jumlah penduduk 
serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume dan jenis sampah yang dihasilkan 
semakin meningkat. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Bone, di mana jumlah sampah yang 
dihasilkan belum sebanding dengan upaya pengurangan sampah yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone yang meliputi tahapan 
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui 
observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian berada di Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Bone, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Passippo, serta wilayah Kecamatan Tanete 
Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone telah 
dilaksanakan melalui tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan 
akhir sampah. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan secara rutin oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dengan melibatkan petugas kebersihan dan masyarakat. Pada tahap pengolahan, pemerintah telah 
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mengembangkan program bank sampah sebagai upaya mengurangi volume sampah dan meningkatkan 
nilai ekonomis sampah. Namun demikian, pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, 
terutama keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat, 
serta masih dominannya penggunaan sistem semi open dumping pada Tempat Pembuangan Akhir. Oleh 
karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta 
pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 
lingkungan di Kabupaten Bone.  
Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bone, Tempat 

Pembuangan Akhir. 
 

PENDAHULUAN 

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan 
hak setiap orang untuk memperoleh 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam 
konteks pemerintahan daerah, pengelolaan 
sampah merupakan salah satu bentuk konkret 
pemenuhan hak tersebut karena sampah yang 
tidak dikelola dapat menurunkan kualitas 
lingkungan, mengganggu kesehatan, dan 
memperbesar risiko pencemaran. Tantangan 
pengelolaan sampah semakin kompleks 
seiring pertumbuhan penduduk, urbanisasi, 
dan perubahan pola konsumsi. Kajian 
mutakhir menekankan bahwa Indonesia perlu 
bergerak dari pendekatan linear menuju 
ekonomi sirkular yang menempatkan 
pengurangan, penggunaan kembali, daur 
ulang, dan pemulihan material sebagai bagian 
utama sistem pengelolaan sampah 
(Wikurendra et al., 2024). 

Permasalahan sampah tidak hanya 
berkaitan dengan volume, tetapi juga perilaku 
masyarakat, kapasitas pelayanan, pasar 
material daur ulang, kelembagaan, 
pembiayaan, dan teknologi. Pengelolaan 
sampah plastik, misalnya, memerlukan rantai 
pasok yang mampu menghubungkan sumber 
sampah dengan pemilah, pengumpul, 
pengolah, dan industri daur ulang (Yuliesti et 
al., 2020). Karena itu, pemerintah daerah tidak 
cukup berperan sebagai pengangkut sampah, 
tetapi juga sebagai regulator, fasilitator, 
penyedia layanan, pengawas, dan penggerak 
kolaborasi dengan masyarakat serta pelaku 
usaha. 

Tahap pemrosesan akhir merupakan 
bagian yang sangat menentukan kualitas 
lingkungan. Sistem open dumping atau semi 
open dumping berisiko menimbulkan 
pencemaran udara, tanah, dan air, termasuk 
melalui gas hasil dekomposisi dan lindi. Kajian 
mengenai TPA di Indonesia menunjukkan 
bahwa ketergantungan pada open dumping 
masih menjadi persoalan lingkungan dan 
menghambat pencapaian target 
pembangunan berkelanjutan (Zuhairoh et al., 
2021). Penelitian pada lindi TPA juga 
menunjukkan bahwa aliran dari landfill dapat 
membawa mikroplastik dan mesoplastik ke 
lingkungan perairan (Nurhasanah et al., 2021). 
Dengan demikian, peningkatan sistem TPA 
merupakan kebutuhan ekologis dan 
kesehatan publik. 

Di Kabupaten Bone, data penelitian 
mencatat bahwa pada 2021 tiga kecamatan, 
yaitu Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, 
dan Tanete Riattang Timur, menghasilkan 
sampah sebesar 27.141,77, sementara 
pengurangan sampah tercatat sebesar 
6.956,59. Angka tersebut menunjukkan 
adanya kesenjangan antara timbulan dan 
pengurangan sampah. Data ini perlu dibaca 
sebagai kondisi empiris pada wilayah dan 
periode yang diteliti, sekaligus sebagai dasar 
untuk memperkuat kebijakan pengurangan 
dari sumber. Pengalaman berbagai daerah 
menunjukkan bahwa bank sampah dapat 
menjadi instrumen pengurangan apabila 
didukung partisipasi, pengetahuan, akses, dan 
manfaat yang dirasakan masyarakat 
(Meidiana et al., 2021). 
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Pengelolaan sampah Kabupaten Bone 
masih bertumpu pada TPA Passippo dengan 
sistem semi open dumping. Pada wilayah 
perkotaan seluas 126,35 km² dengan jumlah 
penduduk 145.394 jiwa, penelitian mencatat 
265 tenaga kebersihan. Keterbatasan sumber 
daya tersebut memperlihatkan pentingnya 
efisiensi rute, sarana pengangkutan, 
pemilahan dari sumber, serta keterlibatan 
masyarakat. Pemerintah perlu mengurangi 
beban sistem hilir dengan memperbesar 
pengurangan dan pemanfaatan di tingkat 
rumah tangga, komunitas, dan bank sampah. 
Studi di Indonesia menunjukkan bahwa 
partisipasi masyarakat merupakan faktor 
penting bagi keberhasilan kebijakan bank 
sampah dan pengelolaan berbasis komunitas 
(Fatmawati et al., 2022) 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif untuk memahami peranan 
Pemerintah Kabupaten Bone dalam 
pengelolaan sampah berdasarkan praktik 
yang berlangsung di lapangan. Pendekatan ini 
digunakan untuk menggambarkan proses 
pengelolaan mulai dari pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, 
hingga pemrosesan akhir, sekaligus 
mengidentifikasi kendala yang dihadapi 
pemerintah dan masyarakat. 
Penelitian dilakukan di Kabupaten Bone, 
khususnya pada Dinas Lingkungan Hidup, TPA 
Passippo di Desa Passippo, serta wilayah 
Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang 
Barat, dan Tanete Riattang Timur. 
Pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan 
dokumentasi. Data primer diperoleh dari 
pihak yang berkaitan dengan pengelolaan 
sampah dan pengamatan lapangan, 
sedangkan data sekunder bersumber dari 
dokumen Dinas Lingkungan Hidup serta bahan 
kepustakaan yang relevan. 
Data dianalisis secara kualitatif melalui 
pengorganisasian dan reduksi data, penyajian 

temuan berdasarkan tahapan pengelolaan 
sampah, serta penarikan kesimpulan. 
Pemeriksaan informasi dilakukan dengan 
membandingkan sumber dan jenis data yang 
tersedia. Analisis tidak diarahkan untuk 
menguji hubungan kausal secara statistik, 
melainkan menjelaskan bagaimana peran 
pemerintah dijalankan dan di mana letak 
kesenjangan antara praktik pengelolaan 
dengan kebutuhan pengelolaan sampah yang 
berkelanjutan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan sampah pada tiga kecamatan 
yang menjadi fokus penelitian melibatkan 
rangkaian pemilahan, pengumpulan, 
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan 
akhir. Kelima tahapan tersebut seharusnya 
dipahami sebagai satu sistem. Apabila 
pemilahan dan pengurangan di sumber lemah, 
beban pengumpulan, pengangkutan, dan TPA 
akan meningkat. Pendekatan pengelolaan 
terpadu karena itu menempatkan pencegahan 
dan pemanfaatan material sebelum 
pembuangan akhir. Literatur ekonomi sirkular 
menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang 
berkelanjutan perlu mengurangi 
ketergantungan pada pola kumpul-angkut-
buang (Wikurendra et al., 2024). 

Pemilahan Sampah 
keberhasilan proses berikutnya karena 

memisahkan sampah berdasarkan jenis dan 
karakteristiknya. Pemilahan dari sumber 
memungkinkan sampah organik diarahkan 
untuk pengomposan dan material anorganik 
bernilai diarahkan ke daur ulang. Dalam 
konteks Bone, pemilahan belum dapat 
dipandang sebagai kegiatan teknis semata; 
pemerintah perlu membangun kebiasaan 
masyarakat melalui edukasi, fasilitas terpilah, 
jadwal layanan, serta insentif. Penelitian bank 
sampah menunjukkan bahwa pengetahuan 
tentang pembangunan berkelanjutan, 
aktivitas sosial, akses, dan sosialisasi 3R 
memengaruhi partisipasi masyarakat 
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(Meidiana et al., 2021). Karena itu, 
keberhasilan pemilahan perlu diukur dari 
proporsi rumah tangga dan sumber sampah 
yang benar-benar memilah, bukan hanya 
tersedianya tempat sampah terpilah. 

Pengumpulan Sampah 
Indikator kedua dalam penelitian ini 

adalah pelaksanaan pengelolaan sampah di 
Kabupaten Bone yang harus melalui Teknik 
pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah 
merupakan proses pengambilan dan 
pemindahan sampah dari sumbernya, seperti 
rumah tangga, industri, dan tempat umum, ke 
tempat penampungan sementara atau 
tempat pengelolaan sampah terpadu. 
Penelitian ini sangat krusial karena menjadi 
jembatan antara tahap pemilahan sampah di 
sumbernya dan tahap pengolahan atau 
pembuangan akhir.  Pemerintah daerah dalam 
hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Bone mengatakan bahwa pengumpulan 
sampah di Kabupaten Bone dilakukan secara 
menyeluruh dan terkoordinasi. Setiap hari, 
personil mereka aktif mengumpulkan sampah 
kurang lebih sebanyak enam ton dari tiga 
kecamatan yang ada. Kegiatan pengumpulan 
ini mencakup jalan-jalan protokol, jalan 
provinsi, dan juga rumah-rumah penduduk 
pada Kabupaten Bone. Hal ini menunjukkan 
komitmen pemerintah daerah dalam menjaga 
kebersihan lingkungan dari sumbernya hingga 
destinasi akhirnya. Peneliti menilai bahwa 
pemerintah daerah menyadari pentingnya 
peran mereka dalam menjaga kebersihan 
lingkungan untuk kesehatan masyarakat serta 
menjaga estetika wilayah. Upaya ini juga 
dilakukan secara berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa Kabupaten Bone tetap 
bersih dan terbebas dari masalah sampah 
yang berlebihan. Dengan melibatkan 
masyarakat dalam program pengumpulan 
sampah ini, mereka berharap dapat 
menciptakan kesadaran akan pentingnya 
menjaga lingkungan bersama-sama. 

 

Pengangkutan Sampah 
Indikator ketiga dalam penelitian ini yaitu 

dimana pelaksanaan pengelolaan sampah di 
Kabupaten Bone harus melalui tahapan 
pengangkutan sampah. Tahapan 
pengangkutan sampah ini merupakan proses 
penting di mana sampah diangkut dari 
sumbernya atau dari tempat penampungan 
sampah sementara, atau dari tempat 
pengelolaan sampah terpadu, menuju tempat 
pemrosesan akhir. Proses pengangkutan 
sampah ini tidak hanya memindahkan sampah 
dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tetapi juga 
memastikan bahwa sampah tersebut 
ditangani dengan cara yang aman dan efisien 
untuk meminimalkan dampak negatif 
terhadap lingkungan dan kesehatan 
masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti 
menganalisis bagaimana Dinas Lingkungan 
Hidup Kabupaten Bone sebagai instansi 
pemerintah menjalankan tahap pengangkutan 
sampah tersebut. Proses pengangkutan 
sampah ini dinilai peneliti memperlihatkan 
ketekunan dan kerja keras pemerintah serta 
petugas kebersihan dalam pengelolaan 
sampah yang berkelanjutan sehingga 
masyarakat mendapatkan lingkungan yang 
bersih dan nyaman setiap hari. 

Pengolahan Sampah 
Pengolahan merupakan tahap untuk 

mengubah karakteristik, komposisi, atau 
jumlah sampah sehingga residu yang masuk ke 
TPA dapat dikurangi. Dalam kerangka 
ekonomi sirkular, pengolahan perlu 
memaksimalkan nilai material melalui 
pengomposan, penggunaan kembali, dan daur 
ulang. Bank sampah merupakan salah satu 
instrumen yang relevan karena 
menghubungkan pemilahan dengan insentif 
ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. 
Studi di Pangandaran menunjukkan bahwa 
keberlanjutan bank sampah dipengaruhi oleh 
persepsi pengelola dan nasabah terhadap 
manfaat, operasi, dan dukungan kelembagaan 
(Ismiraj et al., 2023). 
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Di Kabupaten Bone, pengolahan 
melibatkan Bank Sampah Induk Ma'bessa dan 
Bank Sampah Unit Korpri. Setiap Jumat, 
pegawai Dinas Lingkungan Hidup membawa 
material dari rumah yang masih dapat 
dimanfaatkan, seperti plastik, buku bekas, 
kardus, dan kaleng. Sampah organik dapat 
diarahkan menjadi kompos, sedangkan 
sampah anorganik dapat masuk ke rantai daur 
ulang. Praktik tersebut merupakan langkah 
positif, tetapi skalanya perlu diperluas ke 
masyarakat dan sumber sampah lain. 
Pengalaman pengelolaan berbasis bank 
sampah menunjukkan bahwa manfaat 
ekonomi, pemberdayaan, edukasi, dan 
partisipasi dapat saling memperkuat apabila 
kelembagaan berjalan konsisten (Asteria & 
Herdiansyah, 2022; Anam & Siwiendrayanti, 
2023). Kolaborasi pemerintah, masyarakat, 
dan sektor usaha karena itu perlu diarahkan 
pada sistem yang mampu mengukur jumlah 
material yang benar-benar dialihkan dari TPA. 

Pemprosesan Akhir 
Pemrosesan akhir seharusnya menjadi 

pilihan bagi residu yang tidak lagi dapat 
dikurangi, digunakan kembali, atau didaur 
ulang. Temuan penelitian menunjukkan 
bahwa TPA Passippo masih menggunakan 
sistem semi open dumping. Kondisi ini 
menjadi titik kritis karena penumpukan 
terbuka berpotensi menimbulkan bau, emisi 
gas, lindi, vektor penyakit, kebakaran, dan 
pencemaran lingkungan. Literatur Indonesia 
menegaskan bahwa open dumping memiliki 
risiko lingkungan dan kesehatan yang 
signifikan (Yusmaman et al., 2024). Karena itu, 
peran pemerintah daerah perlu diarahkan 
pada peningkatan sistem TPA secara 
bertahap, termasuk pengendalian lindi dan 
gas, penutupan timbunan, pemantauan 
kualitas lingkungan, keselamatan pekerja, dan 
pengurangan residu yang masuk ke TPA. 
Transformasi tersebut harus berjalan 
bersamaan dengan penguatan sistem hulu 
agar peningkatan teknologi TPA tidak menjadi 
satu-satunya solusi. 

KESIMPULAN 

Peranan Pemerintah Kabupaten Bone 
dalam pengelolaan sampah telah terlihat 
melalui pelaksanaan pemilahan, 
pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, 
dan pemrosesan akhir. Dinas Lingkungan 
Hidup menjalankan pengumpulan dan 
pengangkutan secara rutin serta 
mengembangkan bank sampah sebagai 
instrumen pemanfaatan material yang 
memiliki nilai ekonomi. Namun, keseluruhan 
sistem belum optimal karena pengurangan 
dan pemilahan dari sumber masih perlu 
diperluas, kapasitas sumber daya manusia dan 
sarana pendukung terbatas, dan pemrosesan 
akhir masih mengandalkan sistem semi open 
dumping. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
bank sampah merupakan modal penting 
untuk memperkuat pengelolaan berbasis 
masyarakat. Program tersebut perlu 
dikembangkan dari kegiatan yang masih 
terbatas menjadi jaringan pengurangan 
sampah yang menjangkau rumah tangga, 
kawasan komersial, perkantoran, dan 
komunitas. Pengalaman berbagai daerah 
menunjukkan bahwa keberhasilan bank 
sampah berkaitan dengan partisipasi, insentif, 
akses informasi, kapasitas pengelola, dan 
dukungan kelembagaan (Purwendah & 
Wahyono, 2022; Marta & Usrotin, 2022; 
Alfitri, 2023). 

Pemerintah Kabupaten Bone perlu 
mengarahkan kebijakan dari pola dominan 
kumpul-angkut-buang menuju pengelolaan 
terpadu dan sirkular. Langkah prioritas 
meliputi penyusunan data timbulan dan 
cakupan layanan yang konsisten; perluasan 
pemilahan dari sumber; penguatan bank 
sampah dan pasar material daur ulang; 
peningkatan armada, peralatan, dan kapasitas 
petugas; edukasi serta insentif partisipasi 
masyarakat; dan peningkatan TPA Passippo 
menuju sistem pemrosesan akhir yang lebih 
aman. Penguatan kolaborasi dengan 
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masyarakat dan pelaku usaha juga diperlukan 
karena pengelolaan sampah tidak dapat 
diselesaikan pemerintah sendiri. Model 
kolaboratif pada kebijakan bank sampah di 
Indonesia menunjukkan bahwa pembagian 
peran dan keterlibatan multipihak dapat 
memperkuat implementasi kebijakan 
(Fatmawati et al., 2022). 
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